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ABSTRAK

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di PT.PLN (Persero) WS2JB 
Cabang Palembang Rayon Rivai)

: Monica Yemima Sari

Nomor Induk : 02101001145

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tanggung jawab,
Overmacht/Force Majeure.

1999

Nama

Ganti Rugi,

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tenaga listrik ialah kebutuhan yang sangat 
vital bagi kehidupan masyarakat khususnya di tengah masyarakat yang sudah 
modem. Dalam masyarakat sering terjadi pemadaman listrik yang muncul bukan 
disebabkan dari pihak pelaku usaha ketenagalistrikan tetapi pemadaman listrik sering 
terjadi akibat gangguan-gangguan yang tidak terencana dan terprediksi. Permasalahan 
yang diteliti dalam skripsi ini adalah tanggung jawab hukum PT PLN (Persero) 
WS2JB dalam hubungannya dalam hubungannya dengan Pasal 19 ayat (1) Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 1999 apabila terjadi peristiwa diluar kesalahan pelaku usaha 
dan upaya yang dapat dilakukan PT PLN (Persero) WS2JB kepada pelanggan/ 
konsumen apabila terjadi gangguan yang mengakibatkan pemadaman listrik. Dalam 
membahas penelitian yang dilakukan penulis, bahwa PT PLN (Persero) WS2JB 
mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi 
akibat pemadaman listrik. Tetapi karena faktor penyabab terjadinya pemadaman 
listrik yang mengakibatkan kerugian dalam masyarakat ialah pemadaman listrik 
akibat gangguan-gangguan yang tidak direncanakan yaitu seperti pohon tumbang dan 
tanah longsor. Gangguan yang tidak direncanakan tersebut merupakan peristiwa di 
luar kendali PLN. Keadaan yang demikian merupakan keadaan memaksa 
(Overmacht) yang merupakan peristiwa yang terjadi akibat diluar kesalahan. 
Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa PT PLN (Persero) WS2JB lepas 
dari tanggung jawab dan segala tuntutan ganti rugi apabila terjadi pemadaman listrik 
yang disebabkan gangguan diluar kendali. Upaya-upaya yang dilakukan PT PLN 
(Persero) WS2JB akan memberikan kompenasi berupa potongan pembayaran 
rekening listrik apabila pemadaman yang muncul disebabkan oleh pihak pelaku 
usaha. Serta lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat 
mengetahui keluhan dan apa yang dibutuhkan konsumen/pelanggan listrik.

xv



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pelayanan Umum (public Services) memang terkadang banyak muncul 

berbagai masalah. Sedemikian luas jangkauan sehingga tidak mudah mendeskripsikan

Persepsi itu sendiri, sebenarnya tidakpersepsi masyarakat terhadap pelayanan 

lain pemahaman atau pengertian seseorang terhadap sesuatu hal. Tanpa 

memperhatikan berbagai sebutan/ kualifikasi, hampir setiap anggota masyarakat

umum.

ipernah berurusan dengan pelayanan umum.

Salah satu pelayanan Umum adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik 

Negara (yang selanjutnya disingkat PT PLN (Persero)) yang bergerak dibidang 

ketenagalistrikan, yang juga merupakan Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya

disingkat BUMN). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perusahaan Perseroan, yang

selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT)

yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima

puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan 

utamanya mengejar keuntungan.2

‘Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung : PT. 
Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm 179

2 Lihat Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70).

1



2

PT PLN (Persero) merupakan BUMN yang diberi kewenangan oleh 

Pemerintah dan diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan 

tenaga listrik untuk kepentingan umum, serta diberikan tugas untuk melaksanakan 

pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik, karena PT PLN (Persero) merupakan 

perusahaan penyedia jasa ketenagalistrikan terbesar di Indonesia. Penyediaan tenaga 

listrik tersebut meliputi kegiatan pembangkitan, penyaluran, distribusi, pencatatan 

dan pembangunan sarana penyedia tenaga listrik serta pengembangan penyediaan 

listrik sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Misi PT PLN (Persero) satu diantaranya yaitu menjadikan tenaga listrik

sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dan moto dari PT
T

PLN (Persero) sendiri yaitu listrik untuk kehidupan yang lebih baik. PT PLN

(Persero) ialah perpanjangan tangan dari Negara yang merupakan pelaksana utama

usaha penyediaan tenaga listrik dan tetap memegang hak untuk mendapatkan prioritas 

pertama dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dalam melakukan 

penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) merupakan Operator (yang bertugas 

melayani dan menjalankan) ketenagalistrikan dan yang menjadi Regulator (yang 

mengatur) ialah Pemerintah.

PT PLN (Persero) yang menjadi studi skripsi penulis ialah PT PLN (Persero) 

Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (selanjutnya disebut PT PLN 

(Persero) WS2JB). Sejarah PT PLN (Persero) WS2JB sangat panjang, dimana

3 http://www.pln.co.id/7p-102, akses data tanggal 13 Maret 2014, pukul 19:43 WIB.

http://www.pln.co.id/7p-102
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sebelum namanya menjadi PT PLN (Persero) WS2JB, terdapat Keputusan Direksi PT 

PLN (Persero) No. 114.K/010/2001, PLN Wilayah IV berubah menjadi Unit Bisnis 

Sumatera Selatan Jambi Bengkulu Bangka Belitung dan Lampung sampai pada 

akhirnya dengan dikeluarkannya Keputusan Dir No. 089.K/010/DIR/2002 dimana 

Unit Bisnis diubah menjadi PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan 

Bengkulu.4

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

Tentang Ketenagalistrikan, berbunyi bahwa : “Ketenagalistrikan adalah segala 

sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha 

penunjang tenaga listrik”.5 Dalam perkembangan saat ini, melihat dari fungsi listrik

tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan listrik harus diperhatikan. Dalam Pasal

1 angka (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan,

tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan,

dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang 

dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.6

Tenaga listrik sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup manusia, contoh sederhana misalnya seperti untuk 

penerang ruangan kantor, menggunakan Computer, kegiatan industri, sebagai

4 http_^/wwvy.pln.co.id/s2ib/?D=62. akses pukul 20:37 WIB, hari rabu, tanggal 11 Juni 2014. 
Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan 

(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2009 Nomor 133).
6Lihat Pasal 1 angka (2), Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133).
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nonton televisi, dan lainpemenuhan kebutuhan rumah tangga seperti menyeterika, 

sebagainya. Dengan kata lain bahwa listrik pada perkembangan zaman semakin 

dibutuhkan di dalam sektor apapun. Baik dalam sektor pendidikan, kesehatan,

industri, perkantoran, keperluan rumah tangga dan lain sebagainya. Tingkat 

ketergantungan masyarakat modem pada energi listrik semakin menempati peran 

paling penting dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat yan menjadi pelanggan tenaga listrik disebut sebagai Konsumen. 

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang/ jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan7, atau secara khusus/

spesifik menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang

, Ketenagalistrikan, konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga

listrik dari pemegeng izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Konsumen dalam menggunakan tenaga listrik pasti terlebih dahulu melakukan 

pembelian tenaga listrik. Dalam pembelian tenaga listrik para pihak (PT PLN dan 

konsumen) pasti melakukan perjanjian. Perjanjian yang digunakan oleh PT PLN 

(Pesero) WS2JB kepada Konsumen yaitu perjanjian baku. Perjanjian baku adalah 

perjanjian dimana hak dan kewajiban sudah ditentukan oleh pihak produsen/ pelaku

?Lihat Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

8Lihat Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133).

n
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(Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentangusaha

Perlindungan Konsumen).

Perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena 

menyangkut aturan-aturan guna mensej ah terakan masyarakat, bukan saja masyarakat 

selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan hukum, tetapi pelaku usaha juga 

mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, masing-masing mempunyai hak dan 

kewajiban.9

Sebagaimana diketahui PT PLN (Persero) WS2JB dalam proses bisnis 

menjual energi listriknya sangat tergantung pada pembangkitan tenaga listriknya 

sebagai pemeran utama dalam kegiatannya. Kemudian fakta yang terjadi dilapangan 

yaitu sering kali pembangkitan tenaga listrik terkadang padam, pencatatan meteran

listrik yang perlu dikoreksi, perbaikan yang membutuhkan waktu lama, penanganan

gangguan listrik yang kurang cepat, dan sebagainya.

Lalu muncul persoalan yaitu mengenai sudah sejauh mana peran dan

tanggungjawab PT PLN (Persero) WS2JB dalam memenuhi kebutuhan energi listrik 

untuk kebutuhan hidup yang lebih baik. Mungkin dapat kita rasakan pada masing- 

masing individu yang menjadi pelanggan PT PLN (Persero) WS2JB.

Sebagai konsumen/ pelanggan, masih banyak masyarakat belum sepenuhnya 

bisa menikmati pelayanan seperti yang diharapkan. Masyarakat merasa senantiasa

9Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT Sinar Grafika. 
2008. Hlm 1.
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membayar tagihan listrik sebagai bentuk tanggungjawabnya, sementara hak 

konsumen dalam perjanjian jual beli diantaranya adalah mendapat pelayanan yang 

baik dan mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan 

yang baik (Pasal 29 angka (1) bagian a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 

Tentang Ketenagalistrikan).10 Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat, 

masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan yang baik.

Konsumen/ pelanggan tenaga listrik merasa belum mendapatkan pelayanan 

yang baik satu diantaranya karena sering terjadinya pemadaman listrik. Masyarakat 

banyak yang tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik, 

sehingga masyarakat cenderung selalu menyalahkan PT PLN (Persero) WS2JB 

karena belum dapat memenuhi kebutuhan ketenagalistrikan konsumen dengan baik.

Pemadaman lisrik ada dua (2) macam yaitu pemadaman yang direncanakan

dan pemadaman yang tidak direncanakan. Pemadaman yang direncanakan ialah 

pemadaman yang disebabkan adanya pemeliharaan sebagai antisipasi terjadinya 

kerusakan. Pemadaman yang direncanakan biasanya dilakukan berkala antara satu 

bulan, tiga bulan dan enam bulan, karena banyak aksesori yang harus dipelihara. 

Pemadaman listrik karena pemeliharaan biasanya dilakukan paling lama delapan jam 

dan biasanya diberitahukan melalui media seperti radio, televisi maupun Koran 

apabila akan dilakukan pemadaman listrik. Sedangkan pemadaman listrik yang tidak

10 Lihat Pasal 29 angka (1) bagian a dan b, Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133). &
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direncanakan ialah pemadaman listrik yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak 

diduga. Diantaranya yaitu apabila terjadi hujan lebat yang mengakibatkan pohon 

roboh menimpa kabel listrik, hal tersebut dapat me/njadi penghambat aliran listrik 

sehingga listrik di area tertentu harus dipadamkan.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha yang dalam skripsi ini 

ialah PT PLN (Persero) WS2JB ialah pihak yang harus bertanggung)awab 

memberikan ganti rugi atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan 

oleh usahanya terhadap konsumen. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi : "Pelaku usaha 

bertanggung)awab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau 

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan.” Sehingga dengan demikian PT PLN P WS2JB sebagai pelaku

usaha semakin giat lagi dalam meningkatkan pelayanan kepada konsumen/ pelanggan

tenaga listrik dan juga supaya terhindar dari penggantian kerugian.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang, penulis berkeinginan untuk 

mengadakan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pasal 19 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di PT.PLN" 

(Persero) WS2JB Cabang Palembang Rayon Rivai).



8

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang tersebut diatas maka 

masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

rumusan

1. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha ketenagalistrikan khususnya 

PT PLN (Persero) WS2JB dalam hubungannya Dalam hubungannya dengan 

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen apabila terjadi peristiwa diluar kesalahan pelaku 

usaha ketenagalistrikan ?

2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan PT PLN (Persero) WS2JB kepada 

pelanggan/ konsumen apabila terjadi gangguan yang mengakibatkan 

pemadaman listrik agar terhindar dari Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Ruang Lingkup

Menyadari bahwa luasnya permasalahan yang akan timbul dari penyusunan 

skripsi ini, maka ruang lingkup penelitian dititikberatkan pada analisis hukum 

terhadap pelaku usaha ketenagalistrikan PT PLN (Persero) WS2JB dan Upaya-upaya 

yang dapat dilakukan pelaku usaha ketenagalistrikan PT PLN (Persero) WS2JB 

kepada pelanggan/ konsumen apabila terjadi pemadaman listrik agar terhindar dari 

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen.
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D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum bagi pelaku usaha 

ketenagalistrikan khususnya di PT PLN (Persero) WS2JB Cabang Palembang 

Rayon Rivai ditinjau dari pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen apabila teijadi peristiwa diluar 

kesalahan pihak pelaku usaha.

2. Untuk mengetahui apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan pelaku usaha 

ketenagalistrikan PT PLN (Persero) WS2JB kepada pelanggan/ konsumen 

apabila teijadi gangguan yang mengakibatkan pemadaman listrik agar

terhindar dari Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. M an faat Teorit i s

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum, dalam bidang perlindungan konsumen khususnya 

bagi pelaku usaha.
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2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku 

usaha khususnya PT PLN (Persero) untuk dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya, bermanfaat juga bagi konsumen sebagai penikmat jasa untuk 

mendapatkan hak dan kewajibannya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum.

Indonesia adalah negara hukum yang mengarah kepada negara

kesejahteraan atau welfarestate yang memberikan perlindungan hukum terhadap

masyarakat, menurut Philipus Hadjon perlindungan tersebut dapat berbentuk

kedalam dua segi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum 

represif.11

Menurut pendapat Hidjon, perlindungan preventif terhadap masyarakat 

dalam bidang hukum, dapat meliputi pemberian hak bagi masyarakat admnistrasi 

yang Standard/ baku dalam proses-proses pelayanan di bidang administrasi. Di 

Indonesia sendiri untuk masalah pengaturan hak mendapatkan informasi serta 

jaminan mendapatkan layanan administrasi yang sesuai prosedur Standard, tidak

11 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya * PT Bina 
Ilmu, 1987, hlm. 2.
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diatur dalam suatu peraturan yang menyatu dalam satu kodifiikasi tetapi terpecah- 

pecah dalam berbagai peraturan.12

Sementara untuk perlindungan masyarakat terhadap tindakan pemerintah 

melalui jalur represif, Hidjon memberi contoh perlindungan kepada masyarakat 

melalui prosedur peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan yang khusus 

menangani perkara administrasi atau tata usaha negara. Perlindungan represif mi 

ditujukan baik terhadap perbuatan negara/ pemerintah dalam lapangan hukum 

public maupun dalam lapangan hukum perdata.13

=

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus

hukum, yaitu licibility dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang

luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab yang

pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan

kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, 

biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang- 

undang. Responsibility berarti hal yang dapat di pertanggung awabkan atas suatu 

kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan 

meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang 

dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability

yang

12 Ibid, hlm.2-3.
13 Ibid, hlm.3-4.
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menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat 

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.1

Dalam ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

ditentukan bahwa pelaku usahatentang Perlindungan Konsumen 

bertanggungjawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran 

dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang

dihasilkan. Dalam kaitan dengan PT.PLN (Persero) maka diperlukan tanggung

jawab profesional berhubungan dengan jasa yang diberikan.

Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta

menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (legal

liability) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.

Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa

profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien

mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan teijadinya 

perbuatan melawan hukum.15 Tanggungjawab dalam arti hukum yaitu 

tanggungjawab yang benar-benar terikat dengan hak dan kewajiban, bukan dalam 

arti tanggungjawab saat tidak disadari akibatnya.

14 Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 hlm.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta : PT. Gramedia 
Widiasarana Indonesia, 2006, hlm. 82.

335-337.



13

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab 

kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggungjawab kepada diri 

sendiri, artinya dia bekeija karena integritas moral, intelektual dan profesional 

sebagai bagian dari kehidupannya. Bertanggungjawab kepada masyarakat, artinya 

kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara 

pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang 

bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan 

tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian 

kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala 

resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu.16

G. Metode Penelitian.

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan 

konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.17 Sedangkan penelitian 

hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, 

dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala 

hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.18

16 Abdulkadir Muhamad, Etika Profesi Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 3.
18 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2008

60.

hlm. 6.
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1. Jenis Penelitian.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das 

sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan 

bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis 

atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan 

empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam 

penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah 

bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan

bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang

diperoleh di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini akan menelaah:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

c. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagaiistrikan 

menggantikan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 

Ketenagal i stri kan;

yang

tentang
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kegiatan Usahad. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang

Penyediaan Tenaga Listrik.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 Tentang 

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524).

Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan mengenai hukum 

perlindungan konsumen dan ketenagalistrikan yang berhubungan dengan 

permasalahan- permasalahan dalam penelitian ini.

3. Sumber Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer adalah klasifikasi dan penjelasan yang diperlukan untuk 

memberikan pemahaman secara jelas, lengkap dan komprehensif terhadap 

data sekunder yang diperoleh langsung dari sumber pertama.19 Diperoleh 

melalui lapangan dengan wawancara langsung. Wawancara dilakukan dengan 

mengajukan daftar pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 

jawaban-jawaban yang relevan dari responden dengan masalah penelitian 

untuk mendapatkan penjelasan mengenai kenyataan yang ada.

19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Suatu Penelitian, Jakarta: PT. Grafmdo 
Persada, 2001, hlm 13.
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b. Data Sekunder

Diperoleh melalui kepustakaan terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

•20primer yaitu meliputi :

a) Buku-buku;

b) Hasil-hasil penelitian;

c) Hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan

baik bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum, kamus

besar bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedi, majalah, indeks, internet, 

dan lain-lain.21

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan. Di samping bahan hukum, penelitian di dalam skripsi ini juga 

memuat informasi dari informan sebagai bahan penunjang yang diperoleh dari

lapangan.

20 Ibid.
21 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 

Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157-158.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini

berupa:

a. Studi kepustakaan/ studi dokumen (documentary study).

Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan literatur yang diperlukan 

melalui buku-buku pustaka, serta bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya 

dengan penulisan skripsi ini. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis), studi 

kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama- 

sama metode lain seperti wawancara.22

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu dengan melakukan meninjau serta pengamatan secara langsung ke

pihak PT.PLN (Persero) dengan wawancara, yakni mencatat dan mengutip

informasi yang bersumber dari catatan-catatan dan dokumen-dokumen

perusahaan untuk menjadi bahan penunjang dalam proses penulisan skripsi ini.

c. Wawancara.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.23 Selama ini metode 

wawancara seringkah dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam

22 Bambang Waluyo, Op. Cit, hlm. 50.
23 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010, hlm. 95.
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pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer 

dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal 

pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi 

dari responden dan bahkan saran-saran responden.24

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung

dengan deputi manager Humas dan Hukum PLN wilayah WS2JB dan pihak-pihak

yang berhubungan dengan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera

Selatan Jambi dan Bengkulu (WS2JB) Cabang Palembang Rayon Rivai.

6. Analisis Bahan Penelitian

Pada dasarnya, pengolahan, analisis dan kontruksi data dilakukan secara 

kualitatif dan secara kuantitatif. Kadang-kadang penyajian hasil penelitian 

(sebagai hasil olahan data) disatukan dengan analisa data namun tidak jarang pula 

kedua hal itu dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.25

Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan 

skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif adalah suatu tata cara penelitian

suatu tata cara

24 Bambang Waluyo, Op. C/V.hlm. 57.
25 Op. Cii, hlm. 68.
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yang menghasilkan data deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah apa yang

26dinyatakan oleh responden secara lisan dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan logika berfikir induktif, yaitu proses berawal dari proposisi-

proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berfikir pada suatu kesimpulan

(pengetahuan baru) berupa asas umum. Setiap proposisi itu hanya dapat dianggap

benar kalau proposisi itu diperoleh sebagai hasil penarikan kesimpulan dari 

proposisi yang berkebenaran empiris.

26 Ibid, hlm. 250.
n J ” imbang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta
Persada, 1992, hlm. 10. •' PT. Raja Grafindo
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